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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRIKIL

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49
Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunaﬁ;
Dacrah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Dcsa
dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua
BPD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa Krikil tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2027.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Dcsa (Lcmbaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
§ Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091});

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa
Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor f’r4
Tahun 2016 tentang Kewcnangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

7);

12.103 )Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia T ahun
2017 Nomor 89); .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 teniang Tata Cara Pecrencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dac'rah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka_ Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Perqermtah Da}erah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

1312); .

14_NomorPeraru)ran Menteri Dalam Negen Nomor 96

Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa



di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara

s RepubFl,léi"Indonesia Tahu'n 2017 Nomor 1444); g
. raturan Menteri Dalam Negeri Republik
indOIlesla Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
i B aamyarakatan Desa Dan Lombgs
Tahun 2018 Nogmor 569)2(;; epublik Indonesia
(Bérita Negar g rf:‘llng Pengelolaan Keuangan Desa

gara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 61 1);

17 .TahunPera;%rlc—gl Menteri Dalam_ Negeri Nor_nor 70

Pemerintahar oA | Sistem (nformasi
‘merintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

18. Peratur_an Menteri Desa, Pembangunan
Dacrah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Tndonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18
Tahun 2019 tentang  Pedoman Umum
Pcndampingan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262),

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Bcrita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1035);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Dacrah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang  Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1641);

24, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Dacrah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 252};

25. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari
Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi



Desa Merah Putih

26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati
Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten

Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2013 Nomor 26 Sari F No. 15);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 77 Tuhun 2007 tentang
Pelunjuk  Pclaksanaan  Peraturan  Dacrah
Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah
ﬁabg)paten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E

0. 6);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46
Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset
Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E
No. 41);

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri
E no 47);

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37
Tahun 2017 tentang  Petunjuk  Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38 );

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun
2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa
berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan
Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

32. Peraturan Bupati Kabupaten
Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Rupati Kendal Nomor 5
Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Pcnerimaan lain yang sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2019 Nomor 81);

33. Peraturan Bupati Kcndal Nomor
38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun
2020 Nomor 38 );

34. Peraturan Desa Krikil Nomor 03 Tahun
2020 tentang Daftar Kewcnangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di desa Krikil (Lembaran
Desa Krikil Tahun 2020 Nomor 03);



